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POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA
. DI HINDIA BELANDA TAHUN 1848-19OI

Dewi Salindri'

Abstract: Colonial education politics was policy and practice of the Dutch in education

sector. The policy was characteized by gradualism, dualism, strong centralistic control.

limited goals of indigenous education, no systematic education planning. The colonial
education politics inhibited the development of education in Netherlands India, but was

able to bring socio-economic changes.

Kelruords : gradualisme, dualisme, konkordansi.

l. Pendahuluan

Politik Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (yang selanjutnya disingkat

PKB) adalah kebijaksanaan atau cara bertindak PKB dalam bidang pendidikan.

Penulis membatasi scope temporal tahun 1848 karena pada tahun ini Pl(B

menyediakan anggaran untuk bidang pendidikan. Sedangkan batas akhir penulisan

ini adalah tahun 1901 karena Politik Etis mulai diterapkan di Hindia Belanda.

Sistem Pendidikan untuk anak-anak pribumi sebelum kedatangan Bangsa-Bangsa

Barat sebenarnya sudah mengenal sistem pendidikan yang bersifat tradisional

yang pada umumnya diisi dengan pelajaran agama.'

Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol dan Belanda

membawa pengaruh dalarn sistem pendidikan di H rndia Belantia. PorlLrgis

mendirikan pendidikan Agama Katholik c1i Ten.rate, Tidore dtr Bacan. Mereka

y,akin bahwa perluasan Agama Katholik harus disertai dengan pendiclikan, clengan

cara mendirikan seminari di Ternate tahun 1536-7 Sedangkan Spanyol tidak

memberikan pengaruh dalam bidang pendidikan karena keberadaan mereka yang

'Dcen Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember.

r llesbnllah, Sejarah Pendidikan di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.. 40.
: Mrh Said, Pendidikan Abad Reduapupuh (Jakarta : Mutiara, I 981), hhn., 42
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siangat srngkat di Hinciia Belanda, sedangkan Belanda mampu memberikan

pengartth clalanr biclang pencirdikan pada masa VOC'

Se"1ak \/oLl datang ke tlinciia Belancia tahun 1602 temyata menunir'rkkan

trrerhatiitnnya clalam brclang pencliclikan berkaitan der-rgan perluasan Agama Knsten

protestan. Hal ini terbukti dengan adanya instruksi pada tahun 1617 untuk

GubernurJencieraldan"RaadVanindie"yairupertamaagarvoc
mernperkembangkan Agama Katholik rnelalui sekolah-sekolah yang didirikan dan

dibiayai oleh VOC3. Tujuan kedua dari pendirian sekolah-sekolah tersebut karena

adanya kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka di Indonesia dan setelah

dewasa nanti mereka dapat melanjutkan pendidikannya ke Belanda' Guru-guru

didatangkandarinegeriBelandadengantugasmemupukrasatakutterhadap

Tuhan,mengajarkandasar-dasarAgamaKristen,mengajaranak-anakberdoa,

bernyanyi dan lain-lain. 
a Guru diangkat oleh gereja reformasi di Amsterdam dan

clikirim ke tanah jajahan. Sistem pengajaran yang diberikan adalah pelajaran

individual. setelah voc dibubarkan tahun 1799 dan segala kekuasaannya

cxiarnbil-alih oleh PKB maka usaha-usaha dalam bidang pendidikan menurun

karena ketiadaan guru-guru dan pendeta-pendeta'

pada masa pemerintahan Dirk van Hogendorp (1799-1808) usaha dalam

bidangpendidikanhanyameneruskanusaha-usahaVoCdanmelakukan

pengurangarrpengajarankeagamaan.Jadipengajaranyangdiberikanlebihbersifat

umum (sekuler). Hal ini dilanjutkan pada masa Pemerintahan Herman willem

Daendels ( 1 808- 181 1) dengan n-rendirikan sekolah-sekolah berdasarkan Agama

Kristen. Sekolah Artileri dan lain-lain. Daendels juga memerintahkan regen-

regen cli Jawa bagian utara dan timur harus mendirikan sekolah atas biaya sendiri

runtukmendidikanak-anakmematuhiadat'dankebiasaansendiridaniniadalah

suafu tindakan yang tidak merugikan perbendaharaan pemerintah' Masa

Pemerintahan Thomas Stamfort Raffles (1811-1816) tidak membawa perubahan

' lhitl.. h1m..43.r S. Nasution , Sejarah Pendidikan Indonesia(Jakarta: Departemen P dan K' 1995), Hlm; 5l
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dalam bidang pendidikan karena lebih mementingkan perubahan dalam bidang

ekonomi, hukum, dan pemerintahans.

Ketika kekuasaan kembali ke tangan PKB, maka pemerintahan diserahkan

kepada Komisaris Jenderal (1816-1830) ternyata masih rnelanjutkan usaha-usaha

PKB untuk memperoleh keUntungan dalam bidang perdagangan, namun Gubernur

Jenderal Van der Capellen (1819-1823) pada tahun 1820 menginstruksikan

kepada regen-regen untuk menyediakan sekolah bagi penduduk , unfuk rnengajar

anak-anak membaca, menulis dan mengenal budi pekerti yang baik. Narnun tidak

berhasil karena sampai tahun 1849 hanya ada dua sekolah yang didirikan oleh

regen yang aktif .

Ketika Sistem Tanam Paksa diterapkan di Hindia Belanda mernaksa PKB

untuk menambah jumlah sekolah dasar, agar dapat memenuhi kebuluhan tenaga

kerja tingkat rendah dengan anggaran yang disediakan pemerintah pada tahun

1848 sebesar f,. 25.000 . Pada masa Politik Liberal PKB mengalami krisis

kanangan akibat perang (Perang Aceh selama 39 tahun dan Perang Belanda-

Belgia) dan krisis gula, maka untuk mengurangi beban finansial hanya ada dua

jenis sekolah untuk anak-anak pribumi tetapi untuk anak-anak Belanda tidak

mgalami perubahan.

Pada masa Politik Etis diperkenalkan Sistem Sekolah Desa (Volkschool)

)rmg didirikan atas dasar kemampuan masyarakat setempat, subsidi serta

bimbingan pemerintah. Jadi pada Masa Politik Etis ada perkembangan sekolah

dan guru secara vertikal dan horisontal, juga adanya sekolah dasar untuk priburni

yang sama dengan ELS (Europese Lagere School) yaifu HIS (Holland lnlandsche

School).

Mencermati perkembangan sistem pendidikan yang sudah ada sejak jarnan

VOC ternyata sistem ini baru mencapai kelengkapan dalam arti berkelanjutan

den berjenjang pada masa Politik Etis. Kelambanan ini yang menimbulkan

t Sartono Kortodirjo, Se.jarah Nasional lndonesia /// (Jakarta: Departemen P dan K., 197-5) hln.,
!24
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pertanyaan apakah sebab perkembangan sistem pendidikan ini berjalan lamban

clan faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Selain itu apa dan bagaimana

peranan Politik Pendidikan PKB di Hindia Belanda'

2. Cara-Cara Politik Pendidikan PKB

2.1 Gradualisme

Gradualisme dalam sistem pendidikan berarti PKB sangat lamban dalam bidang

pendidikan dan membiarkan penduduk di Hindia Belanda dalam keadaan

penclidikan yang hampir sama sewaktu mereka datang6' Hal ini dapat dibuktikan

clengan tindakan VOC sampai pertengahan abad ke-19 tidak ada perubahan yang

berarti clalam bidang pendidikan. Alasan lain karena pendidikan di negeri Belanda

clitangani gereja, sehingga tidak boleh disebarluaskan di Hindia BelandaT'

penyebarluasan pendidikan dianggap akan menggerakkan penduduk untuk

rnelawan monopoli perdagangannya dan akan menimbulkan sentimen keagamaan'

setelah kekuatan voc digantikan oleh PKB yang telah menganut

I-iberalisme maka bidang pendidikan bagi anak-anak Belanda mendapat

perhatian, sedangkan anak-anak pribumi kurang diperhatikan' Contoh: anak-anak

Belanda memasuki pendidikan menengah sejak tahun 1860 yaifu HBS (Hoogere

Burger School) sedangkan anak-anak pribumi baru tahun 1914 yaitu MULO

(Meer Uit Gebreicl Lagere Onderwijs). Ada beberapa alasan yang menyebabkan

PKB melakukau hal tersebut. Pertama pendidikan bagi jutaan murid akan

memakan biaya jutaan gulden yang harus disediakan oleh PKB untuk

menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan sekolah,

tenaga gum, peralatan belajar mengajar dan lain-lain. Oleh karena itu PKB

melakukan perbedaan penyediaan dana untuk tiap anak Belanda sebesar f,' 33,75,

sedangkan bagi tiap anak pribumi 4,5 sen per tahun. Kedua urusan penduduk

selama ini diserahkan kepada raja-rajayang memerintah di daerah masing, karena

S. Nasution, op., cit., hlm.,20
lbid.. hlm 2l .
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PI(B tidak ingin mengganggu adat istiadat setempat. Kenyataan menunjukkan

raja-raja maupun penduduk tidak menaruh minat dalam bidang pendidikan,

kadang-kadang justru timbul kecurigaan terhadap pengaruh budaya barat bagi

anak-anak mereka. Ketiga para pejabat di Hindia-Belanda lebih konservatif

daripada di Denhag (Belanda), sebab merekalah yang paling menerirna akibat

langsung apabila muncul protes dikalangan priburni sebagar akibat perkernbangan

pendidikan. Keempat PKB berusaha menjaga agar-anak Belanda selalu lebrh

maju, jika dibandingkan dengan anak-anak pribumi, kelirna adanya anggapan

bahwa pendidikan yang terlampau banyak unfuk penduduk akan membahayakan

-.,agi PKB, karena munculnya elit intelektual tanpa jaminan pekerjaan akan

nembuat mereka frustasi dan menjadi ancaman bagi ketefiiban negarau.

2.2 Dualisme

Dualisme dalam dunia pendidikan di Hindia Belanda berarti ada ciua pembagian

ratk secara rasial maupun sosial, tetapi lebih rnengarah pada pembagian rasial.

Contohnya pertama sistem pendidikan terbagi dua yaitu sekolah Belanda dengan

:ahasa pengantar Bahasa Belanda dan sekolah pribumi dengan bahasa pengantar

Bahasa Melayu atau bahasa daerah. Jadi anak-anak yang bersekolah di sekolah
;,1

:;-ibumi tidak dapat memasuki sekolah Belanda, karena perbedaan bahasa

::ngantar. Keciua, anak-anak dari golongan atas (tingkat sosialnya tinggi)

::emasuki sekolah Belanda (ELS) kelas satu, sedangkan anak -anak Belanda dari

*:r)ongan rendah memasuki sekolah Belanda (ELS) b,,rkan kelas satu, pen.ibagian

:i luga berlaku untuk anak-anak priburni yang berada di desa memasuki Sekolah

)esa dan anak-anak di kota memasuki Sekolah Kelas Dua.

Alasan penerapan dualisme dalarn sisterr penclidikan rnenurut Kat

r.:r:cljno dalam buku Koloniale t'olitiek (Politik Kolonial) adaliih aclanya

' ::LttuhaJt yang berbcda-be da cllri bcrbagai golongarr penduclLrk (ti l linrlra-

::l:.:ttda artinya ada perbedaan antara irnak-anak Belancla iliur anak-lLnak pribLnni.

-...:-'r'rt vrn Nial, Mttnt'ulnva Elite t)lotlt:t tt (.lakartu : [)ustukiL.Jlt_ve. 1984). h]rn
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pada masa Politik Liberal perekonomian PKB memburuk, berkaitan dengan hal

itu pada tahun I887 W. i'. Gro.n.relt Direktur Pengajaran Agama dan Industri

mengajukan usul agar drlakukan reorganisasi sekolah menjadi dua jenis yaitu

Sekolah Kelas Saru ( Eerste Klasse School) untuk anak-anak pribumi golongan

atas yang akan menjadi pegawai dan Sekolah Kelas Dua (Tweede Klasse School)

untuk rakYat Pada ttmumnYa-

Dua macam sekolah ini cliharapkan dapat mengurangi beban finansial

PKB, karena sekolah rendah untuk pribumi sebelum reorganisasi tidak

clisesuaikan dengan kebutuhan pencluduk. Contohnya kurikulum yang berlaku di

sekolal.r rendah sama dengan mata pelaiaran di Sekolah Guru kecuali Ilmu

Menclidik (Paedagogik). Sekolah Kelas l)ua mempunyai kurikulum yang

r;ecJcrltana dan harus cli.iaga agar lebih rendah daripada Sekolah Kelas Satu'

I,endiclikan har-us dikaitkan dengan golongan sosial dan berlujuan untuk lebih

menegaskan perbedaan golongan itu. Kurikulum yang sederhana tidak akan

mengganggu keadaan sosial, karena tidak memungkinkan mobilitas sosial'

Kernungkinan memperluas kurikulum sekolah Kelas Dua dari tiga tahun rnenjadi

lima tahun tidak dapat menyamai Sekolah Kelas Satu karena guru-guru yang

berwenang menjadi Kepala Sekolah Kelas Dua mencari tempat di Sekolah Kelas

Satu. Hal ini mengakibatkan Kepala Sekolah Kelas Dua sering dipegang oleh guru

bantu. Perbedaan ini semakin jelas dengan dijadikannya Bahasa Belanda sebagai

mata pelajaran Sekolah Kelas Satu semakin menunjukkan perbedaan dua sekolah

ini. Bzrhasa Belanda yang tidak diajarkan di Sekolah Kelas Dua merupakan

halar.rgan untuk melaniutkan pelajaran ke jenjang berikutnya'

Dualisme sistem pendidikan PKB juga tampak pada Masa Politik Etis

clilitana sckolarh-sekolah yarlg berorientetsi barat diciptakan bagi orang-orang Cina

cian lnclonesia. Nanrun pzrcla masa ini pula perkembangan pendidikan secara

horizpntal cl2n ver-tikal ciitanclai dengan berdirinya MULO dan AMS yang

memungkinkan anak-anak pribumr yallg nlampu dapat melanjutkan

pendiclikannya ke perguruan tinggi. Secara rasial sistem pendidikan masih
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memisahkan sekolah-sekolah atas kemampuan clzln kedudukan orang tr:a murid.

Hal ini menimbulkan anggapan bahwa sekolah adalah alat untuk metnasuki

.ingkungan hiclup baru (golongan priyayi) bagi golongan bawah, sedangkan bagi

-lolongan atas sekolah dianggap sebagai alat penambah dasar legitimasie.

:.3 Kontrol Sentral Yang Kuat

Konrrol sentral yang kuat berarti perubahan dibidang pendidikan tidak dapat

.rlakukan tanpa persetujuan Gubemur Jenderal atau Direkfur Pendidikan yang

^:rtilciak atas nama PKB. Pernerintali merlainkan peranall pentiitg daliitn segala

:-.asalah pendiclikan yang clilaksaniikitn oleh Gtrbetrtur .letrcicral zttau Direktur

r:ndiclikan.

Sebelurl rnengarnbil keputusan Cubenrur .lenclertrl biasanya t-lletritlta

..:rerangan yang diperlukan dari clirektur/departemen yang bersangkutan seperli

l,rrekfur Pendidikan dan Agama yang juga akan meminta keterangan terperinci

::ri para inspekfur atau suatu panitia khusus untuk memperoleh gambaran yang

.:iiti dan nyata tentang suatu masalah. Kemudian ia akan t-uengirimkirn intonlrsi

-l kepada Gubemur ienderal beserta pandangan datt saran-sarailllya. Ciuberlittt

:;:cleral akan mengirim semua keterangan kepada Dervan Hinciia Belar-rcia (Raad

' :n Indie) untuk menerima saran dan kemudian rnenyerahkan masalah itu kepada

,1:nteri Jajahan yang akar.r mengambil keputusan akhir tentang apa yang akarr

-.lekukan. Hal ini berarti gum-guru dan orang tua tidak lllelnpunyai pcrlgaruh

:iti,sung karena pendidikan dikontrol secara sentaral baik mengenai .junllah

,.iolah, kurikulum, buku pelajaran, pengangkatan gutu, dan jenis sekolah

:::enrukan oleh pemerintah pusat.

l.J Pendidikan Sebagai Penyediaan Pegawai

- i,B ntendirikan sekolah pertama kali untuk anak-anak Aristokrat agar rtrerl.iadi

::l:1..\1i di perkebunan pemerintah pada Masa'l'anant I'aksa. Para Rcsidert lLrgl

' ro Kirrtoclio. o1t., ti1.. hlnl.. 114

. I IK PEIIDIDIKAIV

. Salindri

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


fii.stnria, Wtl. V, No. I (Juni 2010). 25-36

mengadakan usaha perseorangan dalam bidang pendidikan yang beffujuan unfuk

nrenclidik tenaga ker.ja pribumi yang diambil dari anak-anak orang terkemuka

se tcrnpat. PencliCikan ini bertuirran unnrk mengisi jabatan-jabatan dalam

itemerintahan terutama cii kantor residen. Contoh: J.C. Ellinghuijsen (Pasuruan)

tahrrn [835 cian Valck (Karawang) tahun 18241\).

Keprrtusirn PKB tentang aclanya lor,r,otrgan bagi keluarga priyayi

L:r:rciasarkan unclang-unclang tahun I 854 artrkel 69 dengan syarat mempunyai

kecakapan. keju.juran cian loyalitas ". Oleh karena itlr didirikan " sekolah Dokter

.[irw,a" yang clitu,jukan untuk mencliclik nrantri cacar bagi anak negeri pada tahun

1851, sedangkan Sekolah Kelas Dua untuk mendidik calon-calon pegawai tingkat

rendah. Sekolah Kelas Satu untuk nrendidik anak-anak dari golongan masyarakat

kelas satu, sedangkan sekolah renclah untuk mendidik anak-anak pnbumil2.

Pada tahun 1864 ditetapkan I(lein Ambtenaars Examen, ujian pegawai

rendah yang harus ditempuh dengan baik agar dapat diangkat sebagi pegawai

pemerintah, sehingga perluasn pendidikan sebagian besar ditentukan oleh

kebutuhan pegawai dan juru fulis meningkatr3. Kebutuhan pegawai yang

berpendidikan menyebabkan perluasan pendidikan secara vertikal, namun

produksi berlebihan harus dicegah agar tidak menimbulkan bahaya politik dan

sosia L

Dengan tersedianya sarana pendidikan tersebut diatas maka lahirlah kaum

intelektual yang berorientasi barat dr Jawa yang mula-mula lahir dari lingkungan

priyayi khususnya keluarga bupati. Contoh: P.A.A. Achmad Djajadiningrat

(Bupati Serang), R.M.T. Koesoemo Oetaya (Bupati Ngawi).

2.5 Prinsip Konkordansi

"' ['leathcr SLrtherland, Tttrbentuknya Sebtruh Elit Birctkrosl (Jakarta:

52.rl S. Nasution,op., cit..hlm.,8.
"' Snr1t,,.,., Karrodilii.io ,loc. cit.
l' 

S. Nasutio n, o1t.r'it.,hlm., 29
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Prinsip konkordansi bertujuan untuk menjaga agar sekolah-sekolah di Hindia

Belanda mempunyai kurukulum dan standart yang sama dengan sekolah-sekolah

,Ji Belanda. Tujuan prinsip ini adalah unfuk memperrnudah peryindahan rnurid-

mm:id dari Hinclia Belanda ke sekolah-sekolah di Beianda bagi anak-anak

Delanda yang mengikuti orangruanya. Apabila orangtuanya mendapat cuti atau

Fensiun maka rnereka dapat pindah dengan mudah ke sekolah-sekolah dr Belanda

lang setara dengan di Hindia Belanda.

Prinsip konkordansi menurut Kat Angelino menjamin secara mutlak

mendart pendidikan yang sama antara Hindia Belanda dan flelanda. Prinsip ini

ctiiherapft2n dapat mencegah merosotnya taraf pendidikan seperti yang terjadi di

trmdia, Inggris, Indocina, Perancis, dan Pilipina, karena prinsip konkordansi

&rgan negara asal tidak ada. Contoh lain ketika ELS dibuka di Jakarta dan

dikota-k_ota lain di Jawa tahun 1817 maka PKB mencari guru-guru yang

bcrkualifikasi tinggi untuk mengajar disana carafiya dengan mendatangkan guru-

gwu dari negeri Belanda atau mengirim pemuda untuk mengikuti pendidikan guru

li Nederlandla .

!-6. Tidak adanya Organisasi Sistematis

Sekitar tahun l9l0 terdapat berbagai ragam sekolah rendah bagi zrttak-anak

pnrbumi seperti Sekolah Desa di pedesaan, Sekolah Kelas Dua di kota-kota,

Sekolah Kelas Satu untuk anak-anak kaum ningrat dan golongan kaya, sekolah

khusus untuk anak militer juga untuk golongan Aristokrat di Sttmatra dan

sejurnlah sekolah untuk pendidikan pegawai dan dokter Jawa. Ciri khas dari

rckolah-sekolah ini ialah berdiri sendiri-sendiri tanpa hubungan antar organisasi

r&n tanpa jalan untuk melanjutkannyu't. Contoh: seseorang yang telah lulus dari

Sckolah Kelas Dua tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal

uersebut diatas menunjukkan PKB tidak mempunyai rencana yang komperhensif

dan tampaknya menggunakan metode trial and elror dengan senantiasa

" S \asution, 1995, op., cit., hlm.,96
' ii;.i.. h|m,,32.
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mer1gadakan perubahan menurllt keadaan iaman' Pada umumnya mereka

menciptakan tipe sekolah tertentu yang berkelxbang dan bergerak dalam rangka

keterbatasan braya, sehingga hanya menyediakan pendidikan yang sederhana bagi

rakyar kecil dan pendidikan yang baik kepada golongan elit pribumi'

3" Kesimpulan

Poiirik pendidikan adalah kebijaksanaan atau cara bertindak PKB bagi anak-anak

pribumi dalam bidang pendidikan. Penerapan pola pendidikan Belanda ini bersifat

dualisme artinya ada dua sistem pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak

Belanda dan anak-anak piibumi. Dualisme sistem pendidikan ini bertujuan untuk

menghambat kemajuan pendidikan bagi anak-anak pribumi agar tidak setara

ciengan anak-anak Bel anda.

Clara-cara potitik pendidikan Belanda yang pertama adalah gradualisme

vaitra PKts sangat lamban melakukan perubahan pendidikan karena alasan

keterbatasan <lana dan ketakutan akan gerakan massa yang didasari oleh sentimen

agarna. Kedua adalai-r dualisme yaifu membeclakan secara rasial dan sosial dengan

alasan adanya kebuf.rhan yang berbeda dari tiap-tiap tingkatan sosial masyarakat'

Ketiga adalah kontol sentral yang kuat artinya masalah pendidikan tidak akan

nrenglIarri perLrbahan apabila tidak acla persetuittan dari Cilbernur 'lenderal atau

Dircktrrr l,enJiclikan vang bertindak atas ltarna PKB. Hal inr rl"renr-rjukkan trclak

aclanya peran pribumi dalam menentukan kebtiakan pendidikan di Hlndia

Belanda. Keempat adalah adanya keterbatasan tujuan dimana penyediaan

pegawai menjadi ukuran keberadaan jumlah sekolah yang ada arlinya kalau tidak

ada kebutuhan pegawai maka jumlah sekolah harus dikurangi karena kelebihan

golongan intelektual akan menimbulkan ketidakseimbangan politik dan sosial'

Kelima adalah prinsip konkordansi yang befiujuan menjaga agar sekolah-sekolah

di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standart yang sama dengan sekolah-

sekolah di Belanda. Prinsip ini hanya untuk sekolah-sekolah yang ditujukan bagi

anak-anak Belanda sedangkan bagi anak-anak pribumi tidak diberlakukan
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siandarisasi seperti iru dengan alasan keterbatasan dana. Keenam adalah tidak

tdartya perencanaan sistetn perrdidrkan yang sistcntirtis artirrr ir nrasirrg-rrrirsirrg

.ekolah berdiri sendiri tanpa aclanya hubr-rngan antar organisasi penclidikan dan

-rnpa jalan untuk nlelanjutkannya. Prinsip inr tentu saja sangat mcnghambat

:erkembangan pendidrkan anak-anak pribun-ri, rvalaupun kenyataanuya acla

:eningkatan ekonomi dan sosial rnasyarakat.
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